PENGATURW DANA MPANYE YANG TIDAK
| MEMADAI DAN KETIDAKMAMPUAN KPU |
UNTUK MENGONTRGLNYA :

Oleh. UmatHusm,SH.,MH‘ e

A. Pendahulm

Terlaksananya Pcsmlu yang
langsung, umum, bebas dan rahasia
serta’jujus dan adil merupakan
dambaan kita semua. Guna menuju

adanya aturan-aturan yang mea-
dukung ke arah itu.

Salah satu hal penting yang
banyak disorot dalam UU Pemils,
UU Parpol, dan UU Pilpres adalah
masalah dana. Pengaturan masalah
dana parpol dan kampanye dituju-
kan agar uang tidak menjadi fakeor
utama yang menentukan hasil
Pemilu. Selatn itu pengaturan dana
Parpol dan dana kampanye dituju-
kan agar kinerja maupun kebsjakan
Parpol tidka dipengaruhi oleh
sumber dana yang membiayai Parpol
tersebut. Kehidupan demokrasi
akan terancam apabila Parpol man-
pun wakil rakyat lebih mengabdi
pada kepentingan donatur Parpol
dari pada kepentingan donatur
Parpol dari pada kepentingan rakyat
yang memilihnya.

Meskipun terdapat skeptisisme
terhadap upays pengaturan Parpol

dan dana kampanye di negam yang

'kozup Sepcttl Indonesxa, namun

pengaturan dana Parpol dan dana
kampanye secara minimum ‘hatus___

ada untuk memperkecil kemung- -

hal tersebut, harus diawali oleh .- kinan terjadinya politik uang. Pe-

gerapan peraturag-peraturan ind
hanya dapat berhasil apabila ter-
dapat dukungan luas dari masya-
rakat dalam melaporkan dndak
korupsi politik atau politik vang.

B. Pembatasan Dana Kam-

panyc

Baik dalam UU No. 23/20603
tentang Pemilthan Presiden, UU
No. 31/2002 tentang Parpol, dan
dalam UU No. 12/2603 tentang
Pemilu, khususnyz yang me-
nyangkut masalah dana, secara garis
besar mengatur tentang larangan
menjanjikan untuk memberikan
sesuatu, membegikan sesuatu, pem-
batasan jumlah sumbangan baik
perorangan maupun perusahaan,
sumber sumbangan yang diboleh-
kan dan yang dilatang, dan ke-
wajiban-kewajiban administrasi
seperti pelaporan dan pembuatan
laporan keuangan (selengkapnya
lihat tabel).



. Setidaknya ada  empatk hal polok
| :_:Yﬁng _ harus dip Eﬁ uhz daiam

Pert mi pembatasan ;umlah danq
) kampanye kedua pembatasan dana
":f:yang boleh chtexmza oleh calon
Pwsﬁen dfm walul pre51den kenga

“-tr.ansp_ an.dan bertanggunggﬁgat
) a s es pubhk atas, kon6151
'dan pengelolaan dana kampanye

plemden dan Wakﬂ presxlen

2 ) Soal pembatasan daua kam-
pé.nye perlu dllakukan untuk
_'men;aga situasi persamgan yang
se1mbang di antaxa - para. calon
presiden dan Wak_tl p}:emden Tentu
tidak fair, bila sato kandidat, karena
kemampuannya bisa mengeiuarkan
‘dapa tak terbatas untuk kampanye
semnentara calon yang lain hanya
méemiliki dana seperlunya. Praktck
pembatasan dani kaﬁipaﬁy.e gtat|
sudah pernah dllakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
pada Pemilu 1999. Saat itu KPU
menetapkan batas maksimal dana
kampanye yang boleh chkeluarkan
partai hanya Rp 110 miliar.

Namun, dalam Undang-
Undang No. 23/2003 tentang
Pemilthan Presiden dan Wakil
Presiden tidak terdapat ketentuan
yaﬁg niengatur tentang jumlah
maksimal dari dana calon presiden
dan calon wakﬂ presxden

_Hal ini tentu mengherankan.

._deanya ?embatasan }umlah
:maksm}al dana nntuk kampanye

}elas akan membuka pextarungan

“yang tidak fair antar calon pre31den
“dancalon ‘wakil pres1den ‘tetapi
'*mengapa kok di kalangan fraksi-
frakst DPR pada saat pembahasan
“kok tidak ‘ada- yang mempes-
'-3Z'soalkam:ly:a.D Agaknya mereka pcr-
“caya -diri;- ‘bahwa' masing-masing
‘kandidat: mampu‘mengeruk dana
: 'sebesarébmarﬁya.-’ : Se_d_ang' _é"o'al

mnphikasi pohtik dam pengerkan

dana yang tidak terbatas itu, mereka

‘ﬁdak me_mikirkannya. _

¢ Tiadanya pembatasan ini, akan
membuat tidak berarti pembatasan
terhadap sumbangan dari pribadi-

‘pribadi maupun pétusaha’én’—'pe—

ruszhaan swasta. ‘Sebab, pﬁba'di—

‘pribadi ‘dan atau perusahaan-

perusahaan swasta, selain bisa mem-
berikan sumbangannya sesuail
dengan aturan, mereka juga bisa
memberikan sumbangan lewat Galir
memutar’, yakni memberikan calon
dan atau partai terdahulu, baru
kemudian calon dan atau partai itu
memasukkan rekening dana _lia;_a:i—
panye sebagai dana sumbéﬁggn

pribadt dan partai

Menurut kalangan yang terlibat
loby-loby perumusan ketentuan
tersebut, penyalur sumbangan dana
lewat ‘jalur memutar’ tidak
mungkin terjadi. Pasalnya, sebelum-
nva sudah dilakukan pengecekan



harta kekayaan yang dllakukan oleh
"'Komm Pemeriksaan’ Kekayaan
g Penyelenggam Negara (KPKPN)
_ Memng betdasazkan data yang
. dlmi]ﬂuKPKPN danayangdlmﬂﬂa
oleh calon tex:tentu bisa. dilacak,
.sehmgga bxsa c_hketahm beberapa
sesungguhnya dana yang mungkm

_d1m1hk1 oleh. seorang calon; Tapi

i dengan asumsx, ‘bahwa calon

_adalah pe;abat penyelengga:a negara
sehmgga catatan ham kekayaannya
ada di KPK.PN et

* Lantas bagalmana pengecckan
bag1 calon yang bukan penye-
lenggara negara? Bagaimana pula
~dalam kurun sejak dicatat hingga
pemilthan . presiden, terdapat pe-
nambahan harta. kekayaan yang
signifikan — yang kemudian diguna-
kan sebagai dana kampanye — dan
dikatakannya sebagai hibah? Toh,
selama ini harta hibah tidak pernah
~dipersoalkan secara setius oleh
KPKPN? - . ' :

‘UU Partai Politik No. 31/2002
membatasi jumlah sunibangan
pribadi maksimal Rp 200 juta per
tahun dan pemsahaan swasta Rp.
800 juta per tahun. Sebetuinya
adanya pembatasan ini memudah-
kan pelacakan, jika ada orang
atau perusahaan yang memberi-
kan sumbangan melebihi batasan
maksimal yang bisa digunakan untuk
kepentingan dana kampanye calon
nresiden dan wakil treciden

Masalahnya terialu banyak

| nama anggota paztal yang bisa di-
titipi dana sumbangan oleh pnbad1—
:pnbach dan pezusahaan—perusahaan
'tertentu untuk kepenungan lxam

: panye pxesxden Bagl oxang—orang

yang ingin mendapatkan pengaruh

‘besar terhadap presuien dan wakil
" Presxden terpﬂ.th nant, tmaka mem-
‘berkan sumbangandmmlewat jalux
'memuat’ bukan s sesuatu yang suht
' untuk dllakukan h

Soal lain, apakah KPU (sesual
dengan kewenangan yang diberikan

'UU Partai Politik) memiliki kapa-
‘sitas untuk memeriksa pembukuan
partai dan dapat memberikan sanksi

yang efektzf bila ter}adl pelang-
garan?

]adz, apa artinya pembamsan
tethadap sumbangan pribadi-
prbadi dag perusahaan-perusahaan
swasta, jika tidak ada pembatasan
sumbangan terhadap dar calon
presiden dan partai yang men-
calonkannya? Tidak ada jawaban
lzin, kecuali bahwa pengaturan dana
kampanye calon presiden dan wakil
presiden ini memang tidak me-
ngikuti prinsip-prinsip transparansi.
Kenapa tidak transparan, hanya
pembuat rumusan itu yang tahu
maksud dan m]uannya '

Yang pasti, pengaturan dana
kmnpanye calon presiden dan wakil
presiden tersebut, memungkmkan
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mengesuk dana sebanyak-banyak-
wdan ?eftéahaan pérusahaaﬁ swasta
._;;uga telbuka lebaruntuk membeli
- kebl;akan dan keputusan yangakan
-.:.diamb}l presmien terplhh nanti.

C Aspek Pengawasan dan
Sanksi : -

A_sp_ek_ pengawasan mer'u:pé.kan
unsur penting dalam kontek; Pemilu
yang berakuntabilitas publik. Aspek
ini ﬁ_le_g}e_lagkan fungsi kontrol KPU
terhadap. para .peserta Pemilu.
Pengawasan.. didakukan melalai
proses audit oleh Kantor Akuntan
Publik. . Apabila dipandang perlu
dapat dilakukan audit investigasi
oleh -KPU -jika terdapat indikasi
terjadinya penyimpangan dalam
pengelolaan dana kampanye. -

‘Pertanyaan dapatkah KPU
mengontrol atau ‘menemukan
pelanggaran masalah dana Parpol
maupun dana kampanye? Dapat
dikatakan bahwa KPU tidak akan
mungkin dapat menemukan adanya
pelanggaran dalam masalah dana
kampanye maupun dana Parpol.
Kenapa dapat dikatakan demikian?
Karena menurut UU pada prinsip-
nya . KPU bersikap pasif dalam
masalah pendanaan ini. KPU hanya
menerima laporan dari Kantor
Alnantan Publik yang telah ditunjuk
oleh Parpol masing-masing. Dan
KTT] lhamus hieng meerara teebimedas

'tersebut

hasil raudit dan akun.tan Pubhk

KPU hanya bisa bcxtmd .k b}la

Cada laporan dlari pihak ketiga. Pihak
ketiga yang pahng mungkm adalah
:unsur Pa}:pol sendiri. Jadi dapat
"chkatakan ‘tidak ‘ada peiuang bagl
KPU untuk ‘menemukan pelang—

garan pada masalah keuangan

Parpol dan keuangan kampanye

Seandainyapun ada temuan atau

laporan kepada KPU tentang. ada-
niya pelanggaran masalah keuangan,

- pembulktiannya sangat tidak mudah

dan memakan waktu yang lama,

Dan KPU meneruskan temuoan

ataulaporan yang sudah lengkap
~dengan bukti-bukti ke -aparat

hukum. Dan seperti kita' :tahu,
proses hukum itu bukan _proses
yang cepat. Dan adanya proses
hukum tidak menghalang )alannya
tahapan- tahapan Pemilu yang
selanjutnya.

Bila kemudian terbukti bahwa
temuan tersebut memang merupa-
kan pelanggaran hukum, Parpol
tidak perlu khawatir atau takut.
Karena ancaman-ancaman yaﬁgéda
sangat ringan dan s_ifatnyé indi-
vidual. Misalkan sebuah partai
politk menerima uang sumba:ngah
melebihi ketentuan UU, maka Uu
tidak memberi ancaman ke partai,
tetapi hanya kepada si penerima
uang, Begitu juga bila Ialai membuat
lanoran hafnva aca camliratl. acrein.



<astratif, Dalam halini kita nampak-
nya mengulang kesalahan dasi UU
.-No. 21/1999 tentang Partai Politik,
“di mana daiarn uU tersebut sanksi
.: yang ada cukup xmgan Sehmgga
__dapat dzkatakan hamplr semua
:partal pohtlk yang ada. adak - ada
yang mematuhi kewajlban ke-
_;wapban adlmmstraufnva

i Dulu urisan lapomn keuangau
g p'trtax dan'dana kamparnye r masing-
m_as_mg_:d_l _t_a_x_lgan_MA dan KPU.
Karena sanksi tingan, dua lembaga
ini’ tidak berkutik menghadapl
partai yang tidak beres. Kini, hal
itu terulang lagi: UU Pemilu dan
RULU Pilpres masih mempertahan-
‘kan:sanksi ringan bagz pe}anggar

dana kampanye '

Salah saru sebab kenapa MA
' ﬂdak mampu ¢ memaksa partai-partai
un_n__;k membuat lap_or_an kevangan
tahunan, karena UU Partai Politik
No. 21/1999 tidak membenkan
sanksi yang jelas kepada partai yang
tidak menyeralﬂ{an hpomn tahunan-
nya. Hal yang sama juga tf:r]adx
kepada KPU yang tidak bisa ber-
tindak lebxh Ian;ut atas texr adm}a
penylmpangan penyimpangan
pengelolaan dana kampanye Pemnilu
1999.

‘Bagaimana UU Partai Politik
No. 31/2002 mengatur sanksi-sanksi
terhadap partal yang mengabaikan

N EETITe1I AT am s e o e ees e

“Bagaimana -juga UU Pemilu: No.
+42/2003 memberikan sanksi-sanksi

kepada pihak-pihak yang melanggal

“ketentuan dana kampanye? Dalam

konteks pemilihan presiden, per-
tanyaan ini penting, karena ‘pe-
ngaturan dana kampanye calon

‘presiden bessinggungan dengan UU

Partai Politik menquopsx UU

Permlu L 'y 0 '
Menurut UU Partal Politik’ N

31 /20(} ‘Pasal 26 ayat (2), partai

yang tidak membuat pembukuan,

memelihara daftar penyumbang
dan jumlah sumbangan serta mem-

‘biarkan terbuka untuk diketahui

masyatakat dan pemerintah, ‘men-
dapat sanksi administradf berupa
teguran secara terbuka oleh KPU.
Sedang partai yang tidak membuat
laporan keuangan tahunan dan
laporan keuangan kampanye, men-

dapat sanksi dihentikannya bantuan

dana dari negara.

- Sanksi itu jelas masih terlalu
ringan, katena sanksi tersebut bila
benar-benar dijatuhkan tidak mem-
berikan kerugian yang signifikan
tethadap partai. Padahal pelang-
garan atas ketentuan itu kemung-
kinan besar telah memberikan
keuntungan yang besar kepada
partai. Oleh karenanya,
ringan it memungkinkan partai
untuk mengelak untuk tidak mem-
buat laporan tahunan dan Iapomn

sanlksi

Tro11an et m leo avm e m v crm



- Semgntara UU Pemilu No. 12/

. 2003 memberikan sanksi yang

relatif -lebih berat dibandingkan

- dengan UU sebelumnya terhadap

" mereka yang melanggar ketentuan

dana kampanye. Pada pasal 78 ayat

() discbutkan, seiap orang yang

memberi atau menetima dana

; Lampanye melebihi batas diancam

- pidana 4- 24 bulan atan dendz Rp
200 juta — Rp 1 miliar.

Hal yang sama juga ter;adx pada
mereka yang memberi atau me-
nerima dana kampanye dari atau
kepada pihak-pihak yang dilarang,
Sementara mereka yang memberi-
kan keterangan tidek bepar atas
dana kampanye bisa kena pen-
jara 2-12 bulan dan atau dendz
Rp 1-10 juta.

Akan tetapi sanksi terhadap

pelanggaran aturan danz kampanye
juga tidak memberikan dampak apa-
apa terhadap eksistensi partai.

Sebab sanksi ditujukan ke orang..:
Jadi bila ada kebijakan partai yang

- melanggar ketentuan dana kam-

panye, maka partainya tidak kena,
tetapi dilarikan ke orang-orang yang
terlibat dalam masalzh tezsebut

D. Kesnmpulan

Babwa pengaturan dana kam
panye yang ada, ternyata maslh
banyak memberi peluang untuk
dilanggar. Dan KPU sebagal
lembaga penyelenggara Pemilu
tidak bisa diharap banyak. KP1J
dengan wewenang yang ada
padanya ternyata tidak cukup
mampu uatuk mengontrol atau
melakukan audit terhadap dana
kampanye,

Hal im akan berakibat has}l
Pemilu yang akan datang tidak zkan
membawa perubahan apa-apa
terhadap rakyat banyak. Kecuali
hanya terbadap segelintir elit politik
dan kaum bermodal.
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U PASAL

SAMESI
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Pasangan Calon dan/! atau Tim Kaxnpamc y

c}:lhmﬁg mﬁﬂj‘lﬁ]ﬂ.&ﬁ dfm/ azan memberi-

4+ kan. nang. atan - materi lalanya uarak.

mcmp{:ngaxuhl pemlhh .

42 (2 _
Pasangan Calon d111/1$au 11m'-'
Kampanye yang tesbukd melﬁ.lu,bk_an_'

-pelanggaran sebagaimana dima%:_st‘;'d_.-':
- -pada ayat {1} besdasar-kan. putusan

pengfidﬂ'm yang telab. mempunvai i
kekuatan hukum tetap dikenat sanksi

. pembatalan sebag«: PASANGAR caion

oleh KPU -

(PABAL

SATESI

43 (1)

. Paaangaﬂ Caion 'y

b. Parpol/Gabungan Parpol

c. Sumbangan pihak PASAL

422 :

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
_dﬂaxang menjanjikan dan/atan memberi-
T kag uang atau maters lmnnya untuk
1T mempcng‘aru}u pcmxhhSANKSI

142 @ '

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
yang terbukti melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
berdasarkan putusan pengadilan yeng
telah mempunyai keluatan hukum fetap
dikenai sanksi pembatalan sebagai

89 (6) _
Setiap orang yang memberikan atag:|
menetma dana kampanye melebihi:
batas yang ditentukasn sebagatmana
yang dimaksud dalam pasal 43 ayat
(3) diancam dengan pidana penjara
paling singkat 4 {empzf) bulan atau
paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dan/atan denda paling sedikit

"200 juta atau paling banyak 1 miliar,

pasangan calon oleh KPU




.-"lapo:kan oleh pasangan calon Le—

“dana’ kampanye sebaga:mana di- |
maksud pada ayat (2) kepada kantor | -
aknntan publik selambat- lambntnya P

" 2 (dua) had setelah KPU menerima
laporan dana kampanye.

dzmaksud pada ayat (I) Wa]:b di-? SR

UUUSANKEST F

PASAL

44 (1) Dilarang menerima sambangan
~ atau bantuan lain yang berasal dari:
a. Negara asing
b. Penyumbang atau pemberi bantuan
yang tidak jelas identitasnya
¢. Pemerntzsh, BUMN dan BUMD
(2} Pasangan Calon yang menerima
sumbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dibenarkan meng-
gunakan dana tersebut dan wajib

melaporkannya kepada KPU selambat- -

lambatnya 14 hari setelah masa
kampanye berakhir den menyerahkan
sumbahgan tersebut kepada kas negara,
{3) Pasangan calon yang tidak me-
menuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dikenal sanksi
pidana.

(4} Pasangan calon yanp melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada
gyat (1) dikenai sanksi pembatalan
sebagai paangan calon oleh KPU.

89 (70 I _
'Senap oxang yang mcmben 'atau
'menenma dana kam-panye melebxhz
_batas yang ditentuka.n sebag

dimaksud. daia.rn pasal 45 ayat (3)
-diancam dengan pidana penjara pal-

Jambat 24 (duz puluh empat) bulan:

7 SANKST i o

et ¥

ing singkat 4 {empat} hulzn atau paling

dan/atau denda paling sedikit 200
juta atau paling banyaL T miifar, .

89 () o8
setiap orang yang dengan senga;a__ :
memberikan kete-ranpan tidak benar
dalam laporan dana kampanye
diancam pidana penjara min. 2 bulan.
atau max. 12 bulan dan/atau denda
min 1 juta atau max. 10 jura, .




-_:"UU Mo 12/2993 tentang

Pe:mhhan Umum Asaggota DPR, EPB :Ean DPRD

SANKSI

- PASAL

578 . ' '
{1)dana kampanye Pcmﬂu diperoleh
- .peserta Pemilu  dai: -

- a. Anggota Parpol Peserta Pemiln, .

- termasuk calon anggota DPR, DPD,

= DPRD Propinsi dan DPRD Kota/ !

o ; _Kabupaten

b, Pihak-pihak lam.}.rang tidak me;_"
" ngikat... hukum swasta atau perse-
- -orangan -batk disampaikan kepada |

penjara paling singkat 4 bulan atau

| paling lama 24 bulan dan/atau denda
paling - sed.t_kzt_ 200 juta rupxah atau fif
palmg'b" ﬁk 1 (satu) m:lyaa: xuplah H

P“Poi Pesetta Pemﬂu maupu_n_. T T CAR R _- :
DPR, DPD, DPRD Propinsi dan |

. DPRD Kota/Kabupaten

() dari ‘petseorangan tidak boleh
melebihi- 100 juta dan badan hukum
tidak boleh mc.!cblbl 750 juta -

Z(S)Dana kampanye Pemilu sebagai-

mana dimaksud pada ayat (i) dalam

benwk utang perseorangan/swasta |

‘tidak boleh melehihi ;umlsh sebagai-
. “manz dimaksud pada’ ayat (2 -
(#)Jumlah sumbangan lebih dasi 5 juta ...

- wafib dilaporkan kepada KPU/KPU

onpms:/KPU Kabupaten/Kota me-

ngenai bentuk jumiah ‘Sumbangan dan’

--identitas 2engkap pembed ‘sumbangan
(S)KPU_ “mengumumkan lapo:an
~sumbangan ‘sebagaimana dimaksud ..

kepada masyarakat melatui media masa

- SANESI

79 : _ :
1) wajib diserahkan kepada akuntan
publik terdaftar selambat-lambatnya
60 han sesudah hari pemungutan suara
(@) Akuntan publik terdafiar wajid me-

. nyelesaikan audit selambat-lambatnya -

30 hari sejak diterimanya laporan
. sebagaimana dimaksud ayat (1)

| (3)Hasil Audit ... wajib dilaporkan kepada
KPU dan peserta Pemilu selambat-
lambatnya 7 (tujub) hari sesudzh

selesainya audit.

138 (3) sctap orang yang membei

atan menerima dana kampanye me-
lebihi batas yang ditentukan se-
bagaimana dimaksud dalam pasal 78
ayat (2) diancam dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat)
bulagn atau paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dan/atau denda paling
sedikit 200 juta rupm.h atau paling
banyak 1 miliar rupiah

"138°(5) seﬁap orang yang memberi ||

atav_menerima dana kampanye [}
J:melebihi bagas. yang ditentukan ||
scbagaimana di-maksud dalam pasal ||
78, ayat (2) diancam dengan pidana



SANKSI

80

(I)Pese:ta Pemilu dﬂarang menerima sume-

bangan atau bantuan lin untuk
kampanye yang berasal dan

.. a. Pihak asing
" b. Penyumbang yang “tidak jelas- i
{ penjara paling singkat 2 (dua) bulan_

identitasnya

. ¢. Pemesdntah, BUMN dan BUMD

1 (Z)Pesetta Pemilu yang menedma sum-
 bangan sebagaimana dimaksud tidak
¢ dibenarkan menggunakan: dana ter-
¢ sebut dan wajib ‘melaporkanaya ke~

pada KPU selambat-lambataya 14 haei

setelah masa kampanye ‘berakhir dan
i menyeraltkan sumbaagan tersebut

kas negara

'(3)Peserta Pemifu yang tidak me- '

menuhi kewnjiban sebagai dimaksued
pada ayat (2) dikenai sanksi pidana

138 (6) setiap orang yang dengan | |

sengaja memberi atan menerima |’
dana kampanye dari atan kepada

-pihak-pihak yang. dﬁarang sebagai- |
‘mana yang dimaksud dalam ‘pasal 80

ayat (1) diancam dengan pidana

| ‘ateu palinglama 12 (dua belas) bulan | §:
" dan/atau deada paling sedikit 1 (satu) |
“juta ‘rupiah atau paling b:myak 109 (1§ .
;-(sepuiuh)_iut_a supib\ab)\ o ]
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Pactai politik.
3 el :
b, Membuat pembukuan, memelihara

daftar ‘peayumbang ‘dan jumlah
sumbangan yaog diterima serta terbuka
untuk diketahi oleh masyamkat dan
pemetintah

. Membuat laporan keuangan secara

berkala satu tahun sekali kepada KPU
setelah diaudit oleh akuntan publik dan

. Memiliki rekening khusus dan kam-

" “panye pemilu dan menyerahkan

“laporan ‘neraca keuangan hasil audit
akuntan publik kepada KPU paling

lambat 6 (enam) setelah hari pe-
mungutan suara




‘A Iuran nggota
b Sumbangan vang’

¢ rakyat

: (4)Tata cara penyalurag bantuan sebagai-
© mana dimaksud pada ayat (3) diatue | 7
lebih kmjut dengau peraturan. peme- |

5 rmtah

'::(S)Banman sebagaxmana dnnaksud pada. J
| = ayat (1) buraf c diberikan secara pro- |
‘porsional kepada pampol yang men- | e ) \

. dapatkan kursi di lemaga perwakﬂan ST N
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(1)Sumbangau ciari anggota
. sebagaimana dimaksud
;. dalam pasal 17 ayat (1)
- huruf b paling banyak se-
~ nilai 200 juta rupiah dalam
~ wakta 1 (satuw) tahun
(Z)Sumbangan dari peru-
sazhaan dan/atau badan
usaha sebagaimena di-
maksud dalam pasal 17
ayat (1) hurnf b paling
banyak sentlai 800 juta
rupiah dalam waktu 1
(saty) tahun
(3)Sumbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
yang diberikan oleh pe-
rusahaan dan/atau badan
usaha harus dilakukan
sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-
unangan

28 (1) Seﬁa;) orang yang memberikan sumbangan’
kepada parpol melebihi ketentuan sebagaimana
diatur dalam pasal 18 dan diancam dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/ atau"_"
pidana denda paling. banyak 200, ;uta tupish =

2 Pcngurus Parpol.yang menernma sumbangan
dafi perseorangan-dan/atau-perusahasn/badan
usaha yang melebihiketentan sebagaimana diatur
dalam pasal 18 diancam dengan pidna kurungan
paling lama "6 (caam) “bulan dan/atau pldana'
denda paling banyak 500 juta rupiah . '_ ’

(3) Setiap orang yang mempengaruhx atan memaksa :
schingga seseorang dan/atau perusahaan/badan
usaha memberikan ‘sumbangan kepada parpol
melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal
18, diancam dengan pidana kurungan paling lama
6 {enam) bulan dan/atau pidana denda paling
banyak 500 juta rupizh

{4} Sumbangan yang diterima parpol dari
perseorangan dan/atay perusahaan/badan usaha
yang melebihi batas ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18, disita negara




PASAL S

SANEST

19 (3) Parpol dﬁarang

a. Menerima dard. atan. memberman kepada ;

pxhai\ asing sumbangan dalam bentuk

_apapun yang bertentangan dcngan per-
. ataran. perundang-undangan ) :
' Zb.":'Menenma sumbangan baﬂx berupa bamnc

' smaupun uang dard ‘pibak ‘manapun tanpa'

“lebihi batas. yang. d&tetapkan .

_;:'Mf:minta -atau -menerima . dana dari .00

28 (5) Pengurus Parpol yang

‘melakukan pelanggaran se-

bagaimana dimaksud pada
pasal 19 ayat (3) diancam

* [:dengan pidana kurungan” pal-
.ing lama lama 6 (enam) bulan |

. mencantumkan jdentitas yang.jelas .- o __dan/ atan pidana denda pahng :

. “¢, Menerima sumbangan. darxperseorangan__

"banyals. _1 (saru) rmhar mplah_
4 _"dan/atau ‘perusahaan/badan’ usaha me- |’ a

° BUMN, BUMD atau dengan sebutan lain |

nya, koperasi,” yayasan, ‘lemaga swadaya

_-masyatakat, organisast kemasyarakatan dan | <. -

" organisasi kemanusiaan
‘(4 Parpol’ dilagrang * mendirikan badan
.., usaha - dan/atan memxhki sspham  suaty
badan usaha _






